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A simple lawsuit is one of the steps forward for the Supreme Court to 
settle cases related to objects that are limited in a certain nominal amount. The 
process carried out in this simple lawsuit is said to be very short, even the judge 
examining it is carried out by a single judge. 
This study aims to analiyze the problems of procedural law simple 
lawsuit in the sharia ekonomic dispute at the Purbalingga Regious Court and 
Analyzig the effort that can be done to ovecome the problems of the Procedural 
law pf the simple lawswit in the sharia ekonomic dispute atte purbalingga regious 
court. 
The type of research used is library research, the approach used is a 
normative approach, the data collection technique is by looking for 
references,dictionary books,journals,encyclopedias, documen search,conducting 
inteviews and searching in electronic media that can be used as references in this 
study and anlyzed by qualitative data analysis with inductive thingking lines 
The result of this study indicate that a simple lawsuit is a litigation 
settlement that is carried out in a simple manner, whit a material claim value of 
not more than 500 million and is handle by one judge,basically in the proces of 
examining civil cases in ordinary pocedures and simple proceedings based on the 
law,the same civil prosedure that hae been enforced in indonesia,however, in its 
application,differences were found which in the end triggered problems,both 
internal problems and external problems.To create a justice system based on 
simple,fast and low cost but fairnest this certainly cannot be left alone because if it 
is allowed to exist,the existence of a simple axamination will non run 
optimally,requires efforts from all parties to be able to reduce or anticipate the 
emergence of problems in the law of simple examination procedure 
Based on the result of this researc, it is hoped that it will become 
information an input for students,academics, practitioners and all parties in need 
within the faculty of law,Pancasakti University ,Tegal. 






Gugatan sederhana merupakan salah satu langkah maju bagi Mahkamah 
Agung untuk menyelesaikan perkara perkara yang berkaitan dengan kebendaan 
yang di batasi dalam jumlah nominal tertentu. Proses yang di lakukan dalam 
gugatan sederhana ini di katakan sebagai sesuatu yang amat singkat bahkan hakim 
yang memeriksa pun di lakukan oleh hakim tunggal  
Penelitian ini betujuan untuk Menganalisis problematika hukum acara 
Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama 
Purbalinga dan Menganalisis upaya upaya yang dapat di lakukan untuk mengatasi 
problematika Hukum acara Gugatan Sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah 
di Pengadilan Agama Purbalingga 
Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kepustakaan, 
pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan normative,tekhnik pengumpulan 
datanya dengan cara mencari referensi baik 
buku,kamus,jurnal,ensiklopedia,penelusuran dokumen,melakukan wawancara 
danmencari di media elektronik yang dapat di jadikan rujukan dalam penelitian ini 
dan di analisis dengan analisis data kualitatif dengan alur befikir induktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gugatan sederhana merupakan 
suatu penyelesaian litigasi yang di lakukan secara sederhana,dengan nilai gugatan 
materiil tidak lebih dari 500 juta dan di tangani oleh satu orang hakim,pada 
dasarnya dalam proses pemeriksaan perkara perdata acara biasa maupun 
pemeriksaan acara sederhana berpacu pada hukum acara perdata yang sama yang 
selama ini diberlakukan di Indonesia,meskipun demikian dalam penerapanya di 
temukan adanya perbedaan yang pada ahirnya memicu terjadinya 
problematika,baik problematika internal maupun problematika eksternal,hal ini 
memang wajar,mengingat pemeriksaan acara sederhana merupakan terobosan 
baru yang di keluarkan oleh mahkamah agung dengan tujuan untuk menciptakan 
system peradilan yang berasaskan sederhana,cepat dan berbiaya ringan,namun 
kewajaran ini tentu tidak dapat di biarkan begiu saja,karena apabila di biarkan 
maka eksistensi dari adanya pemeriksaan sederhana tidak akan berjalan secara 
maksimal,oleh karena itu maka diperlukan upaya upaya dari semua pihak untuk 
dapat mengurangi atau mengantisipasi munculnya problematika dalam hokum 
acara pemeriksaan sederhana 
Berdasarkan hasil penlitian ini di harapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa,akademisi,praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Univesitas Pancasakti Tegal 
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A. Latar Belakang  
Manusia didalam melakukan interaksinya di sektor ekonomi, 
terkadang menghasilkan sesuatu yang tidak seperti yang diinginkan oleh para 
pengusaha atau pebisnis,meskipun telah di atur dengan jelas dalam sebuah 
peraturan,namun tetap saja akan di temukan kendala kendala di dalamnya, hal 
ini tentu saja akan menjadi sebuah sengketa dalam kegiatan roda 
perekonomian. Terjadinya sengketa ekonomi khususnya dalam perkara 
perdata pada umumnya terjadi karena adanya wansprestasi dan juga karena 
adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang di lakukan oleh para pihak 
yang terikat dalam perjanjian, dimana mereka tidak melaksanakan segala 
sesuatu yang telah di janjikan/di sepakati dalam perjanjian.Atau bisa jadi para 
pihak telah melaksanakan apa apayang telah di sepakati dalam 
perjanjian,namun tidak sejalan dengan yang telah di perjanjikan sebelumnya, 
akibatnya dapat merugikan salah satu pihak yang terikat di dalamnya 
perjanjian tersebut1. 
Pada prinsipnya penyelesaian sengketa dalam bidang keperdataan 
dapat di lakukan melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian di luar pengadilan 
(non litigasi) dan penyelesaian dengan jalur pengadilan (litigasi).Penyelesaian 
 







sengketa keperdataan yang di laksanakan secara litigasi dapat di 
lakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berazas 
sederhana, waktu yang singkat dan biaya perkara ringan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan Nomor 48 Tahun 2009 yang 
mengatur mengenai kehakiman2.Namun pada kenyataanya Penyelesaian 
sengketa perdata yang di lakukan secara litigasi belum mencerminkan asas 
tersebut, penyebabnya yaitu karena pemeriksaan sengketa yang di lakukan 
dalam pengadilan benar benar formal dan berbelit belit sehingga memerlukan 
waktu yang tidak sebentar serta biaya yang relatif besarr.Oleh karena itu 
Mahkamah Agung beri,tikad untuk menciptakan sistem peradilan yang 
sederhana,cepat dan biaya ringan dengan di keluarkannya peraturan 
Mahkama Agung Nomor 2 tahun 2015 yang selanjutnya di rubah dengan 
Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2019 tentang Tata Cara 
Penyelesaian sengketa dengan acara sederhana (smallclaimcourt),3maka di 
harapkan proses pemeriksaan perkara tidak lagi berbelit belit dan lebih 
menekankan pada penyelesaian jalan keluar dari permasalahan melalui acara 
yang sederhana dan biaya ringan, 4 sehingga adanya proses pemeriksaan yang 
mudah dan cepat pada gugatan sederhana, mampu memberikan keuntungan 
 
2Nia Sari Sihotang,”Penerapan Asas Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan 
Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman”,Jurnal Fakultas Hukum,VolumeIII,Nomor 2,Oktober,2016,hlm.2. 
3Amran Suadi,Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah:Penemuan dan Kaidah 
Hukum,Jakarta:Prenamedia Grup,2018,hlm.38 
4Pasal 1 Peraturan Mahkama Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara 





kepada seluruh kalangan,kususnya kalangan tengah ke bawah untuk dapat 
menyelesaikan perkaranya di pengadilan5. 
Keinginan dan tekad yang kuat pada Mahkamah Agung dalam 
menciptakan system peradilan yang lebih sederhana terlihat jelas dari adanya 
peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga dengan terbitnya Peraturan 
Mahkamah Agung tersebut lembaga peradilan di haruskan untuk memiliki 
kemampuan dalam menerapkan sistem pemeriksaan perkara dengan acara 
sederhana, baik kemampuan hakim, panitera dan seluruh elemen pegadilan. 
sehingga pengadilan mampu menangani perkara ekonomi syariah khususnya 
di lingkungan peradilan agama secara singkat,adil,serta efisien. Namun 
demikian terbentuknya perma tersebut memunculkan berbagai macam 
masalah yang tentunya harus dicari penyelesaiannya lebih lanjut, mengingat 
penyelesaian sengketa dengan menggunakan sederhana merupakan terobosan 
baru yang sedikit menyimpangi hukum acara perdata yang selama ini 
diberlakukan di Indonesia, untuk itu maka penulis tertarik untuk melakukan 
analisa terhadap problematika Gugatan Sederhana dalam perkara perdata di 
Pengadilan yang telah menanganinya; 
B. Rumusan Masalah 
1 Apa yang menjadi Problematika Hukum Acara Gugatan Sederhana dalam 
sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?  
 






2 Upaya apa yang dapat di lakukan untuk mengatasi problematika Hukum 
acara Gugatan Sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan 
Agama Purbalingga? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis problematika hukum acara Gugatan Sederhana dalam 
Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga 
2. Menganalisis upaya mengatasi problematika Hukum acara Gugatan 
Sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama 
Purbalingga 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari Penelitian penulis di harapkan bisa di jadikan sebagai 
dasar penelitian sekaligus bisa melahirkan berbagai metode keilmuan yang 
pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan bagi Hukum Acara Perdata pada 
khususnya,terutama yang berhubungan dengan Problematika di terapkanya 
Hukum Acara Gugatan Sederhana dalam sengketa Perdata dalam hal ini 
ekonomi syariah.. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi 
para pembaca maupun para praktisi serta pihak pihak lain yang berkaitan 
dengan Hukum Acara Perdata khusunya bagi lembaga peradilan untuk 





pengaturan lebih lanjut mengenai hukum acara gugatan sederhana 
sehingga di harapkan dapat meminimalisir kemungkinan kemungkinan 
munculnya probematika dalam hukum acara gugatan sederhana. 
E. Tinjauan Pustaka  
1. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara 
Perdata di Pengadilan” yang berisi bahwasanya baik penyelesaian acara 
biasa maupun acara sederhana berpacu pada hukum yang sama yaitu 
Hukum acara perdata Indonesia HIR dan RBg,sehingga di antara keduanya 
tidak memiliki perbedaan yang begitu besar. namun demikian tidak di 
pungkiri bahwasanya di antara keduanya memang terdapat sedikit 
perbedaan dalam proses pemeriksaanya,dalam acara biasa para pihak di 
berikan kesempatan untuk melakukan proses jawab jinawab, yaitu pada 
saat pihak tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan pihak 
penggugat, kemudian pihak penggugat akan di berikan kesempatan untuk 
memberikan jawaban (mengajukan replik), begitu juga pihak tergugat akan 
di berikan kesempatan lagi untuk mengajukan duplik sebelum di 
lakukanya proses pembuktian, berbeda dengan acara sederhana, dalam 
acara sederhana baik pihak tergugat maupun pihak penggugat tidak di 
berikan kesempatan untuk melakukan proses jawab jinawab baik replik 
maupun duplik, jadi setelah gugatan di daftarkan dan di masukan dalam 
perkara gugatan sederhana, maka proses selanjutnya yaitu langsung pada 
proses pembuktian, waktu yang di butuhkan dalam menjalankan 





dimana pada proses pemeriksaan acara sederhana waktu yang di butuhkan 
yaitu paling lama 25 hari sejak gugatan di daftarkan, sedangkan pada 
pemeriksaan acara biasa di butuhkan waktu paling lama yaitu 180 hari atau 
kurang lebih 6 bulan sejak gugatan di daftarkan. Selain itu didalam hukum 
acara gugatan sederhana baik pihak Tergugat maupun Penggugat masing 
masing terdiri dari satu orang saja, hal ini pernah ditulis dalam bentuk 
skripsi yakni pada tahun 2016,oleh Alfi Yudhistrira Arraafi yang 
merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Kamentrian Riset,Tekhnologi dan 
Pendidikan Tinggi Universitas Jember6 
 
2. Skripsi dengan judul “Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa 
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (Studi atas 
Putusan No.01/Pdt.G.S/2017/PA.JS), yang berisi bahwasanya dengan 
adanya Hukum Acara Gugatan Sederhana kinerja lembaga peradilan 
agama semakin baik dalam menangani perkara ekonomi syariah, hal ini di 
sebabkan karena dengan adanya gugatan sederhana para pelaku ekonomi 
khususnya dalam konteks syariah akan lebih terbantu jika suatu saat terjadi 
sengketa dalam bisnisnya, sebab bagi para pelaku bisnis khususnya yang 
termasuk dalam ekonomi syariah lebih berharap terhadap penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah yang dilakukan dengan,tidak berbelit belit dan 
biaya nya juga sedikit. Hal ini tentu saja ditujukan untuk menunjang 
 
  
6Alfi Yudhistira,”Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di 
Indonesia”,Skripsi Sarjana Hukum,Jember:Perpustakaan Kementerian Riset,Tekhnologi dan 





kelancaran bisnis syariahnya jadi karena bagaimana pun dalam ekonomi 
syariah khususnya pelaku bisnis syariah, memerlukan penyelesaian 
sengketa bisnis yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk menopang 
kelancaran bisnis syariahnya sehingga dengan adanya penerapan Perpu No 
14 Tahun 2016 terkait gugatan sederhana sudah efektif dalam 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah,di tulis pada tahun 2018, oleh 
Syifa Conita yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.7 
 
3. Jurnal dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan 
Sederhana Berdasarkan Perma No 2 Tahun 2015, yang berisi bahwasanya 
penerapan Gugatan Sederhana yang di dasarkan pada Peraturan 
Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 cukup efektif untuk mengurangi 
waktu,dan biaya dalam pemeriksaan perkara. Pengurangan ini bertujuan 
agar tercipta system peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan. 
Asas Sederhana tercermin dari tahapan tahapanya dari awal hingga upaya 
hukumnya, cepat tercermin dari jangka waktu yang singkat hanya 25 hari 
dan Biaya ringan tercermin dari jumlah para pihaknya yang sedikit,pada 
pemeriksaan sederhana ini proses yang di lakukan tidak bertele tele 
sehingga tidak membutuhkan biaya perkara yang tinggi, jika Penggugat 
pada sidang pertama tidak hadir dengan tanpa alasan yang dibenarkan, 
maka perkara tersebut dapat di gugurkan dan jika tergugat tidak hadir 
 
7Syifa Conita, ”Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di 
Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta:Perpustakaan Fakultas 





secara berturut turut tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat dituskan 
dengan tanpa kehadiran pihak Tergugat atau putusan verstek, sehingga 
biaya perkara menjadi ringan,di tulis pada tahun 2018 oleh Sherly Ayuna 
Putri yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 
 
4. Dalam penelitian yang akan penulis teliti lebih berfokuskan pada 
permasalahan atau problematika yang di hadapi oleh lembaga peradilan 
dengan di terapkanya gugatan sederhana,sehingga penulis membuat 
penelitian dengan judul “Problematika Hukum Acara Gugatan Sederhana 
dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga”8 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
Penelitian kepustakaan (LibraryResearch), penelitian Library Research 
adalah penelitian yang menggunakan data sekunder, penulis menggunakan 
penelitian library research karena sumber atau referensi yang di butuhkan 
dalam penelitian ini di peroleh dari perpustakaan baik dari sumber yang 
berupa buku, ensiklopedia, kamus dan jurnal. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang di gunakan oleh penulis yaitu pendekatan 
Normatif. Pendekatan Normatif merupakan suatu pendekatan yang di 
 
8Sherly Ayuna Putri,“Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana 
Berdasarkan PermaNo 2 Tahun 2015”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, maret, 





gunakan untuk meninjau suatu permasalahan hukum secara Normatif 
(boleh atau tidak boleh menurut Hukum yang berlaku), penulis 
menggunakan pendekatan Normatif karena pada dasarnya hukum acara 
perdata telah diatur secara komprehensip di dalam HIR dan RBg sedang 
hukum acara gugatan sederhana adalah terobosan baru yang diberlakukan 
untuk mengatasi sengketa perdata dalam batasan-batasan tertentu, 
sehingga oleh Mahkamah Agung diterbitkan dalam bentuk Perma; 
3. Sumber Data 
Yang dijadikan sebagai sumber data yang di gunakan oleh penulis 
adalah Sumber data Sekunder, sumber data sekunder merupakan 
penelusuran data melalui bahan tertulis baik buku, ensiklopedia, 
jurnal,kamus maupun penelusuran dokumen.alasan penulis menggunakan 
sumber data sekunder adalah untuk memperjelas masalah yang akan di 
teliti dan menjadi lebih operasional dalam penelitian karena dengan di 
dasarkan pada data sekunder yang tersedia, Penulis dapat mengetahui 
komponen komponen situasi yang mengelilingi lingkungan sehingga 
penulis akan lebih mudah untuk memahami persoalan yang akan di 
teliti,khususnya mendapat pengertian yang lebih baik mengenai 
pengalaman pengalaman yang mirip dengan persoalan yang akan di teliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis adalah 





dokumen dengan datang ke perpustakaan atau sumber sumber lain dari 
media elektronik yang dapat di jadikan rujukan dalam penulisan ini. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang di lakukan oleh penulis adalah metode 
analisis data kualitatif dengan alur berfikir induktif. Analisis data kualitatif 
adalah suatu analisis data yang yang berfokus pada informasi non numerik 
yang sumber datanya berasal dari buku, ensiklopedia, jurnal,kamus 
maupun penelusuran dokumen.alur berfikir induktif adalah alur berfikir 
yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir 
pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.Alasan penulis 
menggunakan metode analisis data kualitatif dengan alur berfikir induktif 
adalah karena penulis akan melihat secara menyeluruh proses dan prosedur 
hukum acara gugatan sederhana yang selanjutnya dianalisa dengan acuan 
utama hukum acara perdata yang ada di dalam HIR dan RBg.  
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Rencana laporan penelitian ini aka di susun dalam empat bab yang 
masingmasing saling berkaitan,yakni: 
 Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang,rumusan 
masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 





Bab II kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori dan sumber 
hukum acara perdata di indonesia, hukum acara gugatan sederhana dan 
eksistensi peraturan Mahkamah Agung 
Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil 
penelitian dan analisa penulis mengenai gugatan sederhana dan 
problematikanya 
Bab IV penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan 








Pada Penelitian ini kerangka Konseptual yang akan di jelaskan oleh penulisyaitu 
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Perdata 
Sengketa merupakan suatu keadaan dimana terdapat dua belah pihak 
dimana salah satu pihak menyampaikan ketidak puasanya terhadap pihak 
yang lain. Sengketa dapat terjadi baik perorangan, orang dengan kelompok 
atau kelompok dengan kompok. .Sengketa dapat di artikan sebagai 
perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang di sebabkan karena 
adanya suatu objek permasalahan tertentu.-pihak yang ada yang merasa di 
rugikan oleh pihak lain, yang berakibat akan menimbulkan konflik diantara 
pihak-pihak yang bersengketa tersebut, karena pada hakekatnya Sengketa 
muncul karena Scarce Resource, ambiguous jurisdiction, inmacy, we they 
distinition, sengketa bisnis, ketidak pahaman terhadap proses, tidak adanya 
legal cover9 dan tidak adanya kesepakatan diantara mereka yang terlibat di 
dalamnya. Suatu sengketa bisa berkembang jika pihak yang di rugikan sudah 
merasa tidak puas, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung 
oleh pihak yang diangap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya 
kerugian ataupun oleh pihak lainnya. Maka dari sinilah sebagai awal para 
pihak untuk mengajukan sengeketanya pada lembaga peradilan;.
 
9Agus Yudha Hernoko, hukum perjanjian: asas proporsionalitas, Jakarta: kencana, 2010, 





Pada prinsipnya proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara para 
pihak dapat di lakukan melalui dua cara, yakni melalui jalur litigasi 
(pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan),namun keduanya 
memiliki perbedaan ,diantaranya yaitu : 
1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi 
Penyelesaian perkara yang dilaksanakan lewat pengadilan atau 
yang sering disebut dengan penyelesaian secara litigasi, yaitu proses 
beracara yang dilakukan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan sengketa 
yang diajukan di pengadilan. Untuk menyelesaikan suatu sengketa di 
Pengadilan maka harus mematuhi ketentuan hukum acara perdata. Untuk 
pengadlan tingkat pertama ada beberapa peraturan yang harus ditaati yaitu 
:10 
1. HetHerziene Inslands Regelemen (HIR)  
Salah satu dasar dari hukum acara perdata yang berlaku di 
Indonesia adalah HIR, sumber hukum ini di berlakukan untuk wilayah 
Jawa dan madura setelah Reglement Indonesia di nyatakan tidak 
berlaku lagi, HIR berisi mengenai hukum perdata formil yang termuat 
dalam BAB IX Pasal 115 – 245 HIR , serta beberapa Pasal yang 
tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394 dan Pasal 188 -194 HIR 
yang mengatur tentang Banding diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 tentang Peradilan Ulangan pada daerah Jawa Dan Madura 
Tahun 1947 .  
 






2. Recht reglement voor de Buitengewesten (RBg)  
Sebelum diberlakukannya RBg di Indonesia telah diberlakukan 
Regelement Op de Burgerlijke Recht revondeling yang merupakan 
sumber hukum yang berasal dari Eropa dan di terapkan di Indonesia 
oleh Belanda namun hanya diberlakukan untuk beberapa daerah di 
Indonesia.. Setelah diberlakukan Rv tersebut ternyata dirasa kurang 
sesuai dengan hukum formil yang sudah terlebih dahulu di terapkan di 
Indonesia sehingga perlu dilakukan revisi agar sesuai dengan HIR. 
Adapun wilayah Indonesia yang menggunakan RBg sebagai hukum 
acara perdatanya adalah seluruh daerah-daerah luar pulau Jawa dan 
Madura. RBg sendiri , namun terdapat pengecualian yaitu ketentuan 
mengenai hukum perdata formil yang termuat dalam BAB II poin 
1,2,3,6,7 tidak lagi di berlakukan di Indonesia,s edangkan poin 4 dan 5 
dinyatakan tetap berlaku. 11 
3. BurgerlijkWetboek (BW)  
Selama ini di Indonesia untuk hukum materiilnya diberlakukan 
Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
merupakan kodifikasi hukum perdata materiil, walaupun berisi 
kumpulan hukum materiil namun didalamnya terdapat pula ketentuan 
mengenai hukum acara perdata yang termuat pada Buku IV yang 
menjelaskan mengenai pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai 







4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di 
Jawa dan Madura  
Dengan diberlakukannnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
1947 maka sejak tanggal 24 Juni 1947 ketentuan mengenai banding 
yang terdapat dalam HIR di nyatakan tidak berlaku lag di Indonesia;  
5. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951  
Disamping HIR dan RBg terdapat pula Undang-Undang 
Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur mengenai segala bentuk 
perbuatan yang di laksanakan sementara untuk menjalankan kesatuan 
susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang 
diberlakukan sejak tanggal 14 Januari 1951. Selain itu peraturan ini 
juga dijadikan sebagai rujukan dalam pemeriksaan acara perdata  
6. Yurisprudensi  
Menurut S.J.Fandreae dalam recht geleerd hand woorden boek, 
yurisprudensi dapat di artikan sebagai lembaga peradilan secara umun 
dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan dapat di 
terapkan dalam beracara di pengadilan.12Karena system yang dianut di 
Indonesia menggunakan sistem hukum civil law yurisprudensi maka 
yurisprudensi dijadikan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan 
dalam mengambil keputusan dan tidak dijadikan sebagai peraturan 
hukum yang mengikat.  







Disamping sumber hukum yang telah disebutkan diatas bagi 
Hakim dapat pula menggunakan adat kebiasaan yang berlaku di suatu 
tempat yang dapat di jadikan sebagai pertimbangan pada saat hakim 
menjatuhkan putusan dan bahkan dapat di jadikan sebagai rujukan 
hukum perdata formil. kebiasaan dalam suatu daerah meskipun 
merupakan hukum yang tidak tertulis namun mempunyai kekuatan 
hukum yabng mengikat yang tidak bisa disepelekan oleh Hakim 
dalam memeriksa dan memutus suatu perkara;13 
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) 
Litigasi adalah prosedur pemeriksaan sengketa di 
pengadilan,dimana pihak yang berperkara membela haknya secara tatap 
muka di depan hakim atau pengadilan akan menghasilkan suatu 
penyelesaian sengketa berupa putusan yang menyatakan win – lose 
solution14. Akibat yang terjadi dari munculnya win lose solution (menang 
kalah) adalah adanya pihak pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan 
Pengadilan tersebut. Upaya para pihak yang tidak puas terhadap putusan 
Pengadilan adalah dengan menggunakan upaya hukum lanjutan yang 
bertujuan untuk memperjuangkan hak-haknya baik di tingkat banding 
maupun kasasi . Barangkali inilah yang menjadi sebab proses melalui 
litigasi menjadi lama serta memerlukan biaya yang tidak sedikit bahkan 
tidak mustahil biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak dibandingkan 
 
13Sarwono, hokum acara perdata teori dan praktik, Jakarta:sinar grafika,2012,hlm.15 
14Nurmaningsih amriani, mediasi alternative sengketa perdata di pengadilan, 





dengan obyek yang disengketakan. Hal inilah yang menjadi sebab 
masyarakat mencari alternatif penyelesaian lain yaitu dengan melalui 
penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal yang di sebut 
dengan alternative dispute resolution atau ADR15 
Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal di titik 
beratkan pada penyelesaian secara damai dan penangkalan sengketa 
dengan perancangan kontrak yang baik.16 Penyelesaian secara damai 
bersumber dari budaya hukum yang berlaku di masyarakat, adapun 
caranya yaitu dengan menggunakan rapat adat, peradilan desa, 
musyawarah adat,dan toleransi terhadap sesama. Sebagaimana di jelaskan 
di atas bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal dapat di 
katakan sebagai penyelesaian sengketa alternative, penyelesaian secara 
alternative di atur dalam prespektif undang undang no 30 tahun 1999 
tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, alternative 
penyelesaian sengketa merupakan suatu pranata penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian kedua belah pihak 
dengan tidak menjadikan penyelesaian secara litigasi sebagai jalan keluar 
dalam menyelesaikan sengketa17. Adapun penyelesaian non litigasi dapat 
 
15Frans hendra winarta, hokum penyelesaian sengekta: arbitrase nasional Indonesia dan 
internasional,Jakarta: sinar Grafika, 2011, hlm.9 
16 I wayan wiryawan & I ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa di Luar 
Pengadilan,Udayana University Press,Denpasar, Bali,2010, hlm 3 
17Jimmy joses sembring,2011,cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan,Jakarta:visi 





dilakukan dengan alternative to judikasi seperti mediasi, negosiasi dan 
dengan alternative to litigasi seperti negosiasi, mediasi serta arbitrasi18 
B. Tinjauan umum tentang Gugatan Sederhana 
1. Pengertian gugatan sederhana 
Small Claim Court merupakan system peradilan yang bersifat 
informal yang mempunyai kekuatan hukum dan merupakan legalitas bagi 
seseorang yang berkehendak untuk menuntut haknya yang berupa 
sejumlah uang dengan tanpa menggunakan jasa seorang pengacara, yang 
dilaksanakan dengan proses penyelesaian yang sederhana dengan materi 
gugatan yang juga sederhana yaitu 500 juta, tidak rumit dan serta tidak 
mengeluarkan uang yang cukup banyak sebagaimana mengajukan 
mengajukan sengketa perdata secara umum19. Litigasi yang di sederhan 
akan adalah pengadilan informal (di luar mekanisme peradilan), dengan 
prosedur penyelesaian yang relatif singkat dan dapat mengambil 
keputusan atas permintaan ganti rugi yang nominalnya relative kecil.20 
Proses berperkara yang begitu kompleks dan formal dapat diselesaikan 
dalam waktu yang relative singkat, murah melalui Small claim court. 
Small Claim Court juga dapat disebut sebagai suatu lembaga peradilan 
 
18Abdul halim barkatullah, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam 
penyelesaian sengketa transaksi elektronik internasional menurut UU No 11 Tahun 2008, jurnal 
Hukum Bisnis,vol.29, No 1, hlm.57 
19John balm, small claims in the coity cours in England and wales,(oxford:oxford 
university press, 2003) dalam jurnal karya efa laela fakhriah, eksistensi small claim court dalam 
mmewujudkan tercapainya peradilan sederhana, cepat da biaya ringan,bandung: universitas 
padjajaran 
20Briyan A. Garner, ‘’Blacks’s Law Dictionary’’, Edisi kedelapan, West Publishing, 
2004, St. Paul dalam Efa Laila Fakhirah, Mekanisme Peradilan sederhana, Cepat dan Biaya 





yang di ciptakan dengan maksud untuk memberikan jalan keluar dalam 
menyelesaikan sengketa perdata tertentu dengan dengan sederhana, tidak 
lama dan biaya yang relative kecil.21Gugatan sederhana bisa juga disebut 
sebagai pengadilan consiliasi bagi setiap orang yang sangat memerlukam 
adanya suatu lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa perdata 
akan tetapi tidak diperlukan biaya yang besar serta dilaksanakan dengan 
tahapam yang relative singkat. 
2. Sejarah Gugatan Sederhana 
Pada tahun 1913 pengadilan Cleveland di nyatakan sebagai satu 
satunya pengadilan yang berhasil membebaskan orang miskin dengan 
memberikan keadilan atas dasar prinsip keadilan di cleveland.22 
Kemudian setelah itu pengadilan clevelan membentuk Small small claim 
court yang pada awalnya di terapkan di pengadilan koalisi Norwegia, 
tujuanya yaitu agar para petani mendapatkan perlindungan dari para 
advokat yang selalu memanfaatkan para pihak yang bersengketa untuk 
mendapatkan uang yang banyak dengan cara memperkeruh sengketa dan 
menjadikan kedua belah pihak yang bersengketa semakin 
bermusuhan.berbeda dengan Amerika, pada mulanya gugatan sederhana 
di dirikan dengan alasan karena penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan formal memiliki tahapan yang begitu rumit dan 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga hanya orang orang yang 
 
21Christoper. J. Wheelan, Small Claim Court-A Comparative Study (New York: Oxford 
University Press, 1990 
22 Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik 





memiliki penghasilan menengah ke atas yang mampu mendapatkan ke 
adilan di pengadilan sedangkan orang orang yang berpenghasilan 
menengah ke bawah tidak akan mampu untuk beracara di pengadilan.23 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2015 
tentang Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 
2015 oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali serta di 
tanggal itu juga Yasonna Laoly selaku menteri Hukum dan Hak Azasi 
Manusia mengundangkan Perma tersebut. Peraturan ini adalah sebuah 
terobosan baru bagi Mahkamah Agung dalam rangka menciptakan azas 
sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menangani sengketa yang 
diajukan ke Pengadilan. Dengan Perma ini juga masyarakat kecil yang 
kurang mampu yang sedang bersengketa serta nilai sengketa yang 
dialaminya dengan nilai yang tidak besar diharapkan dapat terbantu 
dengan tanpa memerlukan waktu yang lama. Dengan di undangkanya 
peraturan tersebut,juga di harapkan semua lapisan masyarakat dapat 
memperoleh akses keadilan dengan lebih cepat, lebih sederhana,dan 
dengan biaya yang lebih murah.24  
Disisi lain, pada tanggal 22 Desember 2016, Mahkamah Agung 
menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.. Satu minggu 
kemudian, peraturan itu di undangkan pada tanggal 29 Desember 2016. 
 
23 Ibid,hlm.3 
24 Syamsul Maarif, ‘’MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda’’, Jurnal Harian Asia, 





Di lihat dari kronologisnya, lahirnya aturan ini terkait dengan perluasan 
kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa, 
khususnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui amandemen 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Nomor 3 tentang Peradilan 
Agama Tahun 2006 dan di keluarkannya Perma No 2 tahun 2008 tentang 
KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) ..25 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah ) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi islam. Pada 
saat yang sama,pihaknya juga berharap agar KHES menjadi hukum resmi 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik hokum formil maupun 
materiil. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibentuk Tim pokja yang 
bertujuan untuk menyusun KHES yang saat itu diketuai oleh Abdul 
Manan. KHES yang direncanakan selesai dibuat pada tahun 2011 dan 
diundangkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung. Namun dengan 
banyaknya hambatan yang dihadapi maka tim pokja belum bisa 
mewujudkan target yang direncanakan tersebut yang merupakan hasil 
pembahasan lima tahun yang lalu disepakati berubah menjadi Peraturan 
Mahmakah Agung no 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengketa gugatan sederhana yang munculnya tersebut didasari oleh 
semangat penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan berbiaya 
ringan.26 
 
25Abdul Rasyid, ‘’Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah’’, Public of Faculty 






Namun di karenakan masih banyaknya kendala atau masih 
banyak pasal pasal yang belum sempurna,maka Perma No 2 tahun 2015 
di rubah dengan Perma No 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengket Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai 
gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 
dimana di dalam penyelesaiannya dilakukan dengan tata cara dan 
pembuktian yang sederhana pula.27 Penggunaan Perma inipun dibatasi 
yaitu hanya sengketa yang menyangkut perbuatan tidak menepati janji 
(wanprestasi) dan perbuatan tidak taat kepada hukum. pelanggaran 
kontrak adalah kasus yang di sebabkan oleh tidak tercapainya 
kesepakatan yang di capai oleh kedua belah pihak yang bersengketa, 
termasuk kesepakatan tertulis dan kesepakatan tidak tertulis Sedangkan 
Perbuatan Melawan Hukum merupakan perkara yang terjadi sebagai 
akibat dari adanya pihak yang merasa di rugikan karena perbuatan pihak 
lain yang sebelumnya belum dilakukan perjanjian. Namun demikian 
tidak semua kasus tidak menepati janji dan perkara melawan hukum 
dapat diselesaikan melalui gugatan secara sederhana. Ada beberapa hal 
yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi sederhana 
yaitu28:  
 
27 Buku Saku Gugatan Sederhana 
28Anita afriana,’’menakar penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia’’,jurnal bina 





a. Kasus kasus seperti persaingan komersial, sengketa konsumen, 
penyelesaian perselisihan perburuhan dan lain sebagainya yang di 
adili oleh pengadilan khusus yang di atur oleh undang undang. 
b. Kasus yang berkaitan dengan perlindungan hak sengketa tanah 
Suatu perkara dapat di golongkan dalam perkara gugatan 
sederhana apabila perkara tersebut memenuhi syarat atau kriteria untuk 
dapat di masukan dalam mekanisme gugatan sederhana, Adapun 
persyaratanya yaitu: 
1. Dalam perkara gugatan sederhana para pihak baik penggugat 
maupun tergugat masing masing terdiri dari satu orang 
perseorangan atau badan hukum kecuali jika terdapat pihak yang 
memiliki kepentingan hokum yang sama, maka pihak ketiga dapat 
ikut dalam sengeta tersebut  
2. Baik penggugat maupun tergugat memiliki domisili yang sama. 
3. Jenis perkara yang dapat di selesaikan melalui penyelesaian acara 
sederhana yaitu perkara wan prestasi atau mengingkari apa yang 
telah di janjikan dan perbuatan melawan hukum.tetapi,perkara 
ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum juga tidak 
semuanya dapat di periksa melalui acara sederhana,contohnya 
saja seperti perkara yang kaitanya dengan sengketa tanah dan 
perkara yang di tangani melalui pengadilan khusus 
4. Nilai gugatan dalam gugatan sederhana yaitu maksimal Rp 





Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi maka perkara yang di 
daftarkan ke pengadilan dapat di periksa menggunakan acara sederhana, 
Namun jika terdapat salah satu persyaratan yang tidak dapat di penuhi 
maka perkara akan di kembalikan lagi kepada penggugat dan dapat di 
daftarkan kembali menggunakan acara biasa 
Di Negara-negara yang menganut system Common Law maupun 
negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law, Istilah Small 
claim court sering disebut dengan istilah Small Claim Tribual atau Small 
Claim Procedure. Sistem Small Claim court mengalami kemajuan yang 
cukup besar, tidak hanya di negara maju, melainkan juga di negara-
negara berkembang baik dibenua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Sistem 
ini banyak dipakai untuk kasus-asus perkara perdata yang nilai 
sengketanya tidak besar dan bisa diselesaikan dengan cara sederhana,.  
Di sisi lain jurang pemisah antara mekanisme ADR (Alternative 
Dispute Resolution) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga 
yang memiliki otoritas sebagai pengadilan maka Small claim court 
diharapkan dapat dijadikan sebagai jembatan yang dapat menghubungkan 
keduanya. 29 Untuk Negara-negara seperti Australia, Austria, Kanada, 
Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, 
Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris 
 
29Fakhriyah,’’mekanisme small claime court dalam mewujudkan tercapainya peradilan 





dan Amerika Serikat30 telah melakukan penyederhanaan prosedur 
pengadilan bagi sengketa yang mempunyai nilai kecil,31: sehingga azas 
sederhana cepat dan biaya ringan dapat terwujud.  
3. Dasar hukum gugatan Sederhana 
1. Undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas 
undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama 
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
3. Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata 
cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
4. Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2015 Tentang tata cara 
penyelesaian Gugatan Sederhana 
5. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang 
perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana 
4. Yurisdiksi Gugatan Sederhana 
Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang 
lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Agama jika sengketanya muncul 
dari aqad yang berdasarkan Syariáh. Tidak semua perkara dapat 
diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana. Pengecualian 
sengketa gugatan sederhana telah diatur secara terperinci oleh PERMA 
 
30Kurniawan, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan 
Negara-Negara Common Law System, jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke 44 No 2 Edisi 
April-Juni 2014, hlm 283 
31Kurniawan, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan 
Negara-Negara Common Law System, jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke 44 No 2 Edisi 





Nomor 4 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 yang apabila 
disingkat sebagai berikut :  
a. Pengaduan wanprestasi ( pelanggaran kontrak) dan atau perbuatan 
melawan hukum tidak melebihi lima ratus juta (Rp 
500.000.000,00)  
b. perkara yang di ajukan tidak berada di bawah yurisdiksi 
pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan hubungan 
industrial dan pengadilan perikanan.  
c. Tidak termasuk sengketa hak atas tanah;  
d. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari satu orang 
penggugat,dan kecuali mereka memiliki kepentingan sah yang 
sama  
e. Tergugat tidak di ketahui keberadaanya tidak dapat di ajukan 
gugatan sederhana  
f. Penggugat dan Tergugat tidak boleh berada dalam Yurisdiksi 
pengadilan yang berbeda; dan  
g. Selama persidangan, penggugat dan tergugat harus menghadiri 
semua persidangan dan/atau tanpa di hadiri penasihat hukumnya  
Namun pada kenyataanya tidak mudah untuk menentukan apakah 
sengketa tersebut terjadi dalam kasus yang sederhana, misalnya dalam 
sengketa utang, sengketa tersebut menyangkut agunan berupa tanah atau 





penggugat megkalim bahwa tergugat telah melanggar kontrak, sedangkan 
tergugat berdalih bahwa kasus tersebut hanya sengketa tanah  
Oleh karena itu maka pada saat melakukan Registrasi perkara 
harus dilakukan secara cermat supaya tidak menimbulkan kekeliruan 
dalam menentukan materi gugatan , apakah perkara tersebut nantinya 
akan dapat diselesaikan dengan proses pemeriksaan melalui acara biasa 
atau dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Sebab adanya 
beberapa kriteria supaya perkara tersebut masuk dalam kategori gugatan 
sederhana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019. 
C. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Regulasi Tertulis 
Dalam Pasal 24 d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 di jelaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu 
penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai 
kedaulatan untuk memberikan keadilan pada perkara di tingkat kasasi, 
melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan serta memiliki 
kewenangan lainya lainnya yang diberikan oleh undang undang.32 
Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam membuat sebuah 
peraturan yang dapat di jadikan sebagai alat untuk mengisi kekosongan 
ataupun melengkapi ketidaksempurnaan yang terdapat dalam hukum acara 
dan berguna untuk memperlancar jalannya system peradilan di dalam 
 






melaksanakan tugasnya menegakkan keadilan.. Ada tiga hal yang perlu 
dicermati berkaitan dengan diterbitkannya Perma oleh Mahkamah Agung 
yakni : 
1. Kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudkatif untuk 
mengeluarkan sebuah peraturan; 
2. Eksistensi PERMA dalam sistem peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. 
3. Fungsi dari peraturan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang hukum.33 
Sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separationofpower), 
maka pada dasarnya Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif tidak 
mempunyai kewenangan untuk menerbitkan undang-undang karena ada 
lembaga legislatif lebih berkompeten untuk membuatnya. Disamping 
itusejalan dengan prinsip judge madelaw di dalam sistem hukum Eropa 
Kontinental dalam bentuk recht shepping, maka semestinya Mahkamah 
Agung melalui putusan-putusan hakim dapat menciptakan hukum-hukum 
yang baru yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus 
suatu perkara jika menangani suatu perkara yang sedikit banyak mempunyai 
kesamaan atau yang sering disebut dengan yurisprudensi. Apalagi jika belum 
terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan 
hukum masyarakat. 
 






Keberadaan PERMA telah di akui dalam pasal 8 ayat 2 Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang 
undangan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang hal tersebut diperintahkan 
langsung oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Problematika Hukum Acara Gugatan Sederhana dalam sengketa 
Ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga 
Sengketa yang penyelesaiannya menggunakan gugatan sederhana 
memiliki cirri ciri yang beerbeda jika dibandingkan dengan hukum acara 
perdata biasa, PERMA No 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana di 
terbitkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa kecil yang sedikit 
menyimpang dari prosedur hukum acara. Gugatan sederhana masuk kedalam 
kewenangan Peradilan Umum dan juga kewenangan Peradilan Agama jika 
sengketanya menyangkut aqad syari;ah 
Hukum acara sederhana dan hukum acara biasa pada hakekatnya 
masuk ke dalam hukum privat, dimana salah satu tujuannya adalah untuk 
melidungi kepentingan perorangan, akan tetapi kedua hukum acara acara 
tersebut terjadi perbedaan pada saat tahap pemeriksaan. Perbedaan yang 







1. Pemeriksaan Acara Perdata Biasa 
Hukum Perdata merupakan Hukum yang melindungi kepentingan 
perorangan (bijzondere belangen)34.keberhasilan pemeriksaan dalam 
perkara perdata di tentukan oleh para pihak yang bersengketa,oleh kerena 
itu kedua belah pihak sangat di lanjurkan untuk terlibat secara aktif 
dalam persidangan, dengan tujuan agar proses pemeriksaan dapat 
berjalan dengan lancar, berbeda dengan perkara pidana dimana majelis 
hakim di tuntut untuk bersikap aktif ,hakim pada pemeriksaan perkara 
perdata memiliki sifat yang pasif, pasif di sini berarti bahwa hakim 
bersifat menunggu dan hanya memeriksa perkara yang masuk ke 
pengadilan,tetapi tidak ikut campur dalam pembuktian,meskipun hakim 
bersikap pasif namun hakim tetap di tuntut untuk memiliki ketegasan dan 
bersikap objektif dalam memeriksa suatu perkara.Yang menjadi dasar 
bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara perdata adalah karena adanya 
gugatan atau permohonan yang diajukan di Pengadilan. Sedang 
Permohonan merupakan surat yang di ajukan oleh pihak yang memiliki 
kepentingan secara sah kepada pengadilan, yang di dalamnya berisi 
tuntutan atas hak perdata namun bukan merupakan sebuah sengkata 
Gugatan merupakan surat yang di ajukan oleh penggugat kepada 
pengadilan yang berada di wilayah yurisdiksinya,yang berisi tentang 
 







objek objek yang menjadi sengketa serta dasar untuk memeriksa perkara 
dan membuktikan keabsahan haknya .35  
Sebagaimana di jelaskan pada pasal 130 HIR bahwasanya hakim 
memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang 
bersengketa pada tahap awal persidangan sebelum di lakukanya 
pemeriksaan pokok.36 Apabila dalam proses perdamaian berhasil 
mencapai kesepakatan dan perdamaian terjadi dihadapan mediator maka 
selanjutnya mereka akan membuat akta perdamaian yang bertujuan untuk 
mengakhiri sengketa yang telah diajukan di Pengadilan..37 Pada dasarnya 
akta perdamaian memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan 
pengadilan pada umumnya, namun bedanya pada putusan akta 
perdamaian tidak lagi dapat di lakukan upaya hukum banding, sedangkan 
pada putusan pengadilan pada umumnya dapat di lakukan upaya hukum 
baik bading,kasasi maupun peninjauan kembali. Yahya Harahap 
berpendapat bahwa dalam praktiknya, upaya mediasi kedua belah pihak 
hanya sebatas bentuk formalitas, karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR 
dianggap tidak memiliki pengaruh dalam mendamaikan para pihak dan 
tidak berdampak besar terhadap perkara di Mahkamah Agung.38sebagai 
tanggapan,pada tahun 2008 Mahkamah Agung menerbitkan peraturan 
 
35Murti Arto, Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama, Jogjakarta:Pustaka Belajar, 
2008, hlm 39 
36Made rai diascita hardi Sentara,’’peranan hakim untuk mendamaikan para pihak yang 
bersengketa dalam perkara perdata di pengadilan negeri denpasar’’,jurnal analogi hokum,volume 
2, nomor 2,2020 
37http://www.legalakses.com/akta-perdamaian-dalam-gugatan-perdata/ 
 





mahkamah agung yang mengatur mengenai tata cara bermediasi di dalam 
pengadilan. Secara normatif,proses mediasi dalam pengadilan di lakukan 
dalam dua tahapan,pada tahap awal terdapat tahap pra mediasi dan 
selanjutnya yaitu tahap mediasi.tahapan pra mediasi yaitu tahap dimana 
kedua belah pihak akan di berikan kesempatan oleh hakim untuk dapat 
memilih mediator, baik yang di sediakan oleh pengadilan maupun 
mediator dari luar pengadilan dengan membuat penetapan mediator. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dalam 
sebuah pengadilan setidaknya memiliki dua ornag hakim mediator, 
namun tidak selamanya seorang mediator berasal dari kelompok hakim, 
karena mediator boleh berasal dari luar hakim dengan syarat telah 
mempunyai sertifikat dengan cv yang lengkap,dan memiliki pengalaman 
professional menjadi seorang mediator. Kemudian tahapan mediasi,pada 
tahap ini di awali dengan menyerahkan salinan dokumen yang berisi 
berkas perkara dan surat surat kepada mediator. Proses mediasi di 
nyatakan berhasil apabila telah tercapai kata sepakat untuk melakukan 
perdamaian ,dan apabila mediasi telah berhasil maka pemeriksaan akan 
di akhiri dan sengketa di nyatakan telah selesai, namun jika tahap 
perdamaian tidak berhasil, maka sidang akan di lanjutkan pada tahap 
pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pembacaan Gugatan dari 
pemohon.  
Dalam praktiknya meskipun terdapat tahap pembacaan gugatan 





dibacakan39. pada gugatan tertulis biasanya majelis hakim dan kuasa 
hukum tergugat akan di berikan salinan dari gugatan ,begitu juga dengan 
panitera akan di berikan salinan gugatan untuk di arsipkan.Setelah berkas 
gugatan di serahkan, maka penggugat maupun kuasa hukumnya akan di 
Tanya sekali lagi oleh ketua majelis yang menangani perkara, mengenai 
kemantapan gugatan yang telah di ajukan ke pengadilan, apakah 
penggugat telah mantap dan akan bertahan pada gugatanya atau akan di 
lakukan perbaikan. apabila pihak penggugat telah mantap untuk 
meneruskan dan tidak melakukan perubahan dalam gugatanya,maka 
persidangan akan di lanjutkan pada tahap pembacaan jawaban oleh pihak 
tergugat dan akan di catat oleh panitera pengganti pada berita acara 
persidangan  
Sidang selanjutnya yaitu tanggapan yang di berikan oleh tergugat 
atas gugatanya.pada tahapan ini tergugat di beri kesempatan untuk 
melakukan pembelaan atas dirinya dengan memberikan tanggapan 
terhadap surat gugatan yang di terimanya. Secara umum substansi dari 
pada surat Jawaban dari Tergugat terdiri atas :  
1. Eksepsi  
Eksepsi dapat diartikan sebagai tangkisan yang merupakan 
jawaban Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara. 
Biasanya, jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan. 
 






Secara eksplisit eksepsi harus diperiksa dan diputus bersama-sama 
dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai 
ketidakberwenangan Pengadilan Negeri diputus melalui Putusan 
Sela (tussenvonnid).40 Eksepsi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :  
a. Eksepsi Prosesuil yang artinya eksepsi yang kaitannya 
dengan proses atau acaranya;  
b. Eksepsi Materiil yaitu eksepsi dari Tergugat atau kuasanya 
yang berdasarkan atas ketentuan hukum materiil yang 
berlaku.41 
2. Dalam Pokok Perkara (Konvensi) dan Gugatan Balik (Rekonvensi) 
Substansi jawaban dalam konvensi menurut Retnowulan Sutantio 
dan Iskandar Oeripkartawinarta disebutkan bahwa, :  
‘’Jawaban Tergugat yang mengenai pokok perkarahendaknya dibuat 
dengan jelas, pendek dan berisi langsung menjawab pokok persoalan 
dengan mengemukakan alasan-alasan yang berdasar. Membuat 
jawaban yang panjang lebar dan tidak berisi berati membuang waktu 
dan tenaga dengan percuma’’42.  
 
 
3. Tuntutan (Petitum)  
Tuntutan hak dari Tergugat merupakan inti dari jawaban dari 
pihak Tergugat. Petitum dapat berupa menolak atau menyangkal atas 
gugatan Penggugat dan dapat juga berupa membenarkan atau 
mengakui dalil-dalil gugatan dari Penggugat atau mengajukan fakta-
fakta baru. Penyusunan daripada petitum biasanya cukup sederhana 
 







dengan membagi jawaban menjadi primer yang menyatakan 
menolak seluruh isi gugatan Penggugat dan sekunder memohon 
kepada Majelis Hakim agar memutus seadil-adilnya (Exaquoet 
Bono). 43 
Setelah tahap pemberian jawaban atas gugatan dari 
penggugat,maka tahap selanjutnya yaitu tahap jawab jinawab atau 
replik-duplik. Dalam hal ini penggugat di berikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan atas jawaban tergugat 
terhadap gugatan yang di layangkan atau eksepsi dari tergugat 
dengan mengajukan replik. Kemudian setelah Penggugat 
mengajukan Replik, maka Tergugat juga memiliki kesempatan untuk 
memberikan tanggapan atas replik dari penggugat dengan 
mengajukan duplik kepada Penggugat.  
Tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian,tahapan ini akan di 
laksanakan apabila tahap sangah menyanggah yang di lakukan oleh 
penggugat dan tergugat sudah berakhir,dalam hukum acara perdata, 
proses pembuktian tidak terbatas pada pembuktian peristiwa 
saja,namun lebih dari itu Subekti berpendapat bahwasanya suatu 
keadaan hukum juga perlu di lakukan adanya pembuktikan.44 Selaras 
dengan Subekti, Pitlo juga mengklaim bahwa fakta dan hukum 
merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan. Menurut Yahya Harahap, 
bukti dalam arti yang luas adalah kemampuan penggugat atau 
 
43Ibid,hlm 46 





tergugat untuk menggunakan hukum pembuktian untuk mendukung 
dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di 
persoalkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang menjadi 
pokok sengketa.akan tetapi apabila di lihat dari sudut pandang yang 
lebih sempit, pada dasarnya proses pembuktian hanya di butuhkan 
terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang sedang 
atau masih di persengketakan,dengan kata lain pembuktian hanya di 
perlukan selama ada kesalahpahaman di antara pihak yang 
bersengketa.45 Tahap Pembuktian merupakan tahapan yang paling 
penting di dalah Hukum Acara Perdata. Sehingga Dalam Hukum 
Acara Perdata benar benar memperhatikan dan mengatur secara 
detail mengenai pokok pokok yang dapat di jadikan sebagai alat 
bukti, dan tingkat kesempurnaan dari alat bukti tersebut.  
Pada perkara perdata,bukti tertulis merupakan alat bukti yang 
sempurna dalam proses pembuktian,46. berbeda dengan kasus 
pidana,dimana yang menjadi alat bukti pokok adalah keterangan 
yang di berikan oleh saksi. Hal ini di sebabkan karena alat bukti 
tertulis maupun yang lainya yang kiranya dapat di jadikan bukti 
untuk membongkar tindak pidana yang di lakukan seseorang 
seringkali di hilangkan oleh pelakunya, sehingga bukti dari seorang 
saksi baik berupa mendengar,melihat maupun mengalami sendiri 
 
45 Yahya Harahap, Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Bogor: Pendidikan Hakim 
Senior Angkatan ke I Tugu, 1991, hlm 1. 
46Soeikromo, ‘’Proses pembuktian dan penggunaan alat alat bukti pada perkra perdata di 





kejadian yang merupakan tindak pidana , menjadi alat bukti kongkrit 
atau pokok dalam perkara pidana. Namun dalam praktek perdata, 
orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan perdata biasanya 
dengan sengaja membuat dokumen atau akta secara tertulis untuk 
diserahkan sebagai bahan pembuktian jika diperlukan di kemudian 
hari.. Oleh karena itu alat bukti tertulis ataupun surat dianggap 
sebagai alat bukti yang kekuatannya sempurna. namun jika tidak di 
temukan alat bukti tertulis maka alat bukti selanjutnya adalah alat 
bukti saksi baik yang mendengar,melihat maupun mengalaminya 
sendiri,47atau kejadian kejadian yang erat kaitanya dengan kejadian 
yang hendak di buktikan dan dari kejadian tersebut hakim dapat 
menyimpulkan terjadinya suatu kejadian. Menyimpulkan terbuktinya 
sesuatu kejadian dari terbuktinya kejadian kejadian lain inilah yang 
dinamakan persangkaan. Pembuktian dengan persangkaan 
merupakan pembuktian yang bersifat non fisik,hal ini di sebabkan 
karena pembuktian dengan persangkaan hanya di dasarkan pada 
keyakinan hakim semata dengan di dasarkan pada terbuktinya 
beberapa kejadian yang salin berkaitan dengan objek sengketa tanpa 
adanya bukti yang riil.oleh karena itu pembuktian persangkaan dapat 
di katakan sebagai pembuktian tidak langsung  
Selain Persangkaan. Yang termasuk pembuktian secara tidak 
langsung adalah Pembuktian dengan pengakuan dan sumpah. Hal ini 
 







disebabkan karena adanya pengakuan hanya berfungsi sebagai alat 
untuk membebaskan beban pembuktian dari pihak lawan,. Apabila 
dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah diakui oleh Tergugat, 
maka Penggugat bebas dari beban pembuktian terhadap dalil-dalil 
yang dipersengketakan..  
Yang terakhir adalah alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah 
digunakan jika bukti-bukti lain yang telah disampaikan ternyata 
tidak mampu menguatkan atau mendukung dalil-dalil yang 
disampaikan, jika seseorang mengucapkan sumpah yang menentukan 
atau dengan sumpah tambahan terhadap suatu peristiwa maka 
kebenaran terhadap hal yang dinyatakan dalam sumpah dapat 
disimpulkan kebenarannya. Dengan demikian apabila sumpah 
diucapkan maka apa yang dijelaskan dari sumpah itu menjadi suatu 
kebenaran;.  
Disamping alat bukti yang telah disebutkan diatas maka 
masih ada dua alat bukti yang biasa digunakan dalam hukum acara 
perdata yakni pemeriksaan setempat (des Cente) serta keterangan 
ahli sebagaimana yang telah djelaskan dalam pasal-pasal sebagai 
berikut ::  
Pasal 153 HIR atau 180 RBg ayat (1) menyatakan 48 :  
“ Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang 
atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, yang dengan 
 






bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, 
sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim.“  
Untuk lebih mengetahui secara lebih jelas terhadap suatu 
perkara maka Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama dapat meminta 
keterangan para ahli, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 
ayat (1) atau Pasal 181 ayat (1). 49Setelah pembuktian dilakukan oleh 
para pihak yang berperkara maka sidang dilanjutkan dengan 
pengajuan kesimpulan oleh para pihak yang merupakan rangkuman 
dari jalannya persidangan mulai dari acara dibacakannya surat 
gugatan sampai dengan pembuktian.  
Kebenaran suatu kesimpulan adalah jika berisi hal-hal yang 
dapat menguntungkan diri sendiri yang sifatnya ringkasan, artinya 
pihak Penggugat meringkas hasil kepunyaan Penggugat sendiri yang 
dapat menguntungkannya, teramsuk juga pihak Tergugat.50. Namun 
demikian ringkasan yang dibaat oleh para pihak bagi Hakim 
diberikan kebebasan untuk menggunakan atau 
mengesampingkannya. Dalam praktiknya, peradilan Hakim diberi 
kebebasan untuk memakai kesimpulan para pihak ataupun dapat 
mengesampingkannya karena Majelism biasanya telah membuat 
ringkasan sendiri pada akhir persidangan dalam bentuk putusan.  
Setelah pemeriksaan dalam persidangan telah selesai sebagai 
tahap akhir adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan 
 
49 Pasal 154 HIR atau 181 RBg ayat (1) 





Hakim adalah suatu pernyataan yang dibacakan dalam persidangan 
yang terbuka untuk umum oleh seorang Hakim selaku Pejabat 
Negara yang diberikan wewenang untuk itu untuk menyelesaikan 
perkara yang diajukan oleh para pihak. Putusan Hakim apabila 
ditinjau dari visi Hakim yang memutus perkara, maka putusan 
Hakim merupakan gambaran nilai-nilai keadilan, kebenaran dan 
keadilan serta moral dari Hakim itu sendiri dalam bentuk akta 
penutup..51Dan yang paling tinggi dalam putusan tersebut ada nilai-
nilai transcendental yang diungkapkan dalam bentuk irah-irah demi 
keadilan berdasar Ketuhanan yang Maha Esa. Disini menunjukan 
setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim disamping dipertanggung 
jawabkan di hadapan manusia namun juga akan dipertanggung 
jawabkan dihadapan Tuhan yang Maha Esa.52 
2. Pemeriksaan Acara Penyelesaian Gugatan Sedehana 
Sebelum dimulainya pemeriksaan terdapat mekanisme yang harus 
dilewati terlebih dahulu dalam gugatan sederhana. Adapun mekanisme 
tersebut yaitu53 :  
1. Gugatan yang telah dibuat oleh Penggugat didaftarkan di 
Kepaniteraan Pengadilan;  
 
51 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm 192 
52 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm 192 






2. Jika di Kepaniteraan telah disediakan blanko gugatan maka 
Penggugat dapat mengisi blanko tersebut untuk mendaftarkan 
gugatannya.  
3. Keterangan yang perlu diisi dalam Blanko Gugatan adalah 
mengenai:  
a. Identitas Penggugat dan Tergugat;  
b. Ringkasan mengenai duduk perkara.  
c. .Hal-hal yang akan dituntut oleh Penggugat  
4. Surat-surat yang sudah dilegalisasi yang akan dijadikan sebagai 
alat bukti wajib dilampirkan oleh Penggugat pada waktu 
melakukan pendaftaran.  
Hal yang menarik dari pemeriksaan gugatan sederhana ini 
berdasarkan Pasal 14 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah Hakim wajib 
berperan Aktif yang dilakukan di persidangan. Sikap aktif tersebut di 
maksudkan untuk menjamin kelancaran jalanya proses persidangan dan 
agar nantinya putusan yang akan di jatuhkanya dapat di laksanakan dan 
tidak bersifat non executable.54 Kewajiban bagi Hakim untuk berperan 
aktif dapat meliputi: 
a. Memberikan penjelasan tentang acara gugatan sederhana secara 
berimbang kepada para pihak; 
 
54Sunarto,”disertasi prinsip hakim aktif dalam perkara perdata’’,jurnal hukum dan 





b. Mengupayakan adanya penyelesaian perkara secara damai 
termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan 
perdamaian di luar persidangan; 
c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan 
d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.  
Dalam pemeriksaan gugatan sederhana, para pihak di wajibkan 
untuk hadir di persidangan baik di dampingi kuasa hukumnya atau 
datang secara in person .apabila penggugat tidak hadir pada sidang 
pertama tanpa adanya keterangan yang pasti, padahal telah di lakukan 
panggilan secara sah dan patut,maka gugatan yang telah di ajukan dapat 
di nyatakan gugur, berbeda dengan tergugat apabila tidak menghadiri 
hari pertama sidang,maka tergugat akan di lakukan pemanggilan untuk 
yang kedua kalinya dengan sah dan patut, apabila pada paggilan sidang 
yang kedua penggugat tetap saja tidak hadir maka hakim akan 
menjatuhkan putusan berupa putusan verstek atau putusan yang di 
dasarkan karena ketidak hadiran tergugat,55 namun sebagaimana amanat 
Ketua Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 36/KMA/SK/2013 
bahwasanya,seorang hakim pada saat menjatuhkan putusan dalam 
perkara yang Tergugatnya tidak hadir, diharuskan agar tetap 
mengedepankan prinsip kehati-hatian. Apabila tergugat hadir dalam 
panggilan sidang yang pertama namun pada panggilan sidang berikutnya 
 







tergugat tidak lagi menghadiri persidangan tanpa adanya keterangan 
yang patut,maka pemeriksaan akan terus di lakukan dan perkara akan di 
jatuhkan putusan contradictoir. 
Apabila dalam agenda sidang yang pertama para pihak hadir 
dalam persidangan, maka hakim akan berupaya secara aktif untuk 
melakukan mediasi dengan mendorong para pihak untuk melakukan 
perdamaian. Jkaa perdamaian dapat disepakati kedua belah pihak, maka 
wujud perdamaiannya tersebut akan di cantumkan dalam Putusan Akta 
perdamaian yang sifatnya mengikat, putusan ini tidak lagi dapat di 
lakukan upaya hukum apapun,karena pada dasarnya putusan perdamaian 
bersifat menghukum bagi kedua belah pihak yang telah berdamai untuk 
bersama sama menjalankan isi akta yang telah mereka sepakati.  
Untuk tempat mediasi yang dilakukan oleh para pihak dapat 
dilakukan di dalam ruang Pengadilan atau di luar Pengadilan, namun 
Hakim tidak terikat dengan mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan 
jika proses mediasinya tersebut tidak diberitahukan kepada Hakim yang 
memeriksa perkaranya., untuk mengantisipasi hal tersebut maka dalam 
setiap persidangan hakim mengingatkan para pihak dengan bertanya 
kepada para pihak bila mungkin terjadi kesepakatan di luar persidangan 
namun belum di sampaikan kepada hakim,tetapi apabila upaya 
perdamaian tidak lah berhasil maka pemeriksaan di lanjutkan pada tahap 





terapkan tahap jawab jinawab atau eksepsi mengingat adanya 
pembatasan waktu yang singkat selama 25 hari. 
Didalam gugatan sederhana pihak lawan tidak diberi kesempatan 
unuk mengajukan eksepsi (tangkisan), hal ini memang akan menghemat 
waktu dan memperingkas pemeriksaan, namun disisi lain pemeriksaan 
jadi tidak berimbang karena hanya mendengar dari satu pihak yakni 
Penggugat melalui surat gugatannya serta bukti yang diajukan oleh 
Penggugat. Pada dasarnya tidak adanya hak mengajukan “eksepsi” dalam 
gugatan sederhana tidak dapat di jadikan sebagai patokan yang harus di 
jalankan di pengadilan,karena apabila suatu pemeriksaan memang 
membutuhkan keterangan kedua belah pihak,maka seharusnya eksepsi 
dapat di jalankan dengan catatan di lakukan secara singkat sehinga tidak 
membutuhkan waktu yang lama.sebagai contoh, Jika pihak penggugat 
menganggap proses pemeriksaan secara sederhana, sedangkan tergugat 
menganggap nya sebagai proses biasa dan ternyata pembuktiannya tidak 
sederhana maka pemeriksaan seharusnya dilaksanakan dengan acara 
perdata biasa dengan catatan pihak Tergugat harus membuktikan 
bantahannya tersebut kepada pihak Penggugat. Gugatan yang diakui dan 
tidak di tolak oleh Tergugat maka tidak memerlukan bukti.56 Begitu pula 
sebaliknya,jika gugatan penggugat di tolak oleh tergugat, maka hakim 
yang mengadili perkara tersebut harus memeriksa alat bukti para pihak 
sesuai dengan hokum acara yang berlaku, sekalipun tergugat tidak 
 






mengingkari atau mengakui isi gugatan tidak memerlukan 
pembuktian,tetapi karena penggugat sudah melampirkan alat bukti yang 
sah sejak awal gugatan untuk menentukan apakah perkaranya saederhana 
atau tidak, tentu hakim juga harus mempertimbangkannya dalam 
menjatuhkan putusan. 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 juga tidak mengatur tentang sita 
Jaminan,artinya bahwa dalam perkara sederhana psita jaminan 
sepenuhnya di tentukan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut 
dengan menilai korelasi objek sengketa dengan sita jaminan .  
Setelah pemeriksaan persidangan telah selesai mulai dari 
pembacaan surat gugatan, jawaban, serta pembuktian maka majelis 
Hakim akan membacakan Putusan yang dibacakan dalam persidangan 
yang sifatnya terbuka untuk umum. Hal ini ditujukan agar obyektifitas 
dari putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap terjamin ke aslianya. 
Walaupun untuk gugatan sederhana ketentuan dalam Perma tersebut 
dengan menggunakan Hakim tunggal .57 
Berbeda dengan gugatan perdata yang menggunakan acara biasa 
untuk gugatan sederhana para pihak yang tidak hadir pada saat 
pembacaan putusan akan di beritahu dan di berikan salinan putusan oleh 
jurusita selambat lambatnya dalam waktu dua hari setelah di bacakan nya 
putusan .58 Didalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan 
 
57Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 





putusannya bersifat final and binding. Artinya para pihak apabila 
terhadap putusan Hakim tidak puas atau tidak sesuai dengan harapan 
maka tidak dapat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, 
namun demikian upaya yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak 
menerima putusan maka dapat mengajukan di Pengadilan yang sama dan 
nantinya akan diperiksa oleh Hakim dalam bentuk Majelis di Pengadilan 
yang sama pula dan bukan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi atau 
Mahkamah Agung. 
Apabila diteliti lebih dalam meskipun pada dasarnya baik acara 
biasa maupun acara sederhana mengacu pada sumber hukum yang 
sama,namun masih saja di temukan adanya perbedaan di antara 
keduanya, perbedaan perbedaan inilah yang memicu timbulnya sebuah 
persoalan atau problematika baik problematika yang bersumber dari 
institusi (internal) maupun problematika yang berasal dari para pihak 
(eksternal). 
3. Problematika Internal 
Problematika internal adalah problematika yang berasal dari 
dalam peraturan itu sendiri. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 
2019 yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan 
Sederhana,Problematika tersebut yaitu: 
1. Minimnya Hakim yang memiliki setifikat ekonomi syariah59 
 





Sengketa ekonomi syariahyang di lakukan dengan acara 
sederhana merupakan sengketa yang di periksa oleh hakim tunggal 
yang dimana hakim tunggal tersebut di haruskan untuk mengikuti 
pelatihan ekonomi syariah dan telah di nyatakan lulus dalam 
sertifikasi hakim ekonomi syariah yang di selenggarakan oleh 
mahkamah agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 5 
Tahun 2016, dan hanya dapat di buktikan dengan adanya sertifikat 
ekonomi syariah, namun pada kenyataanya sampai saat ini masih 
sedikit sekali hakim pengadilan agama yang sudah mengantongi 
sertifikat ekonomi syariah., termasuk juga di pengadilan Agama 
Purbalingga yang mana hanya satu orang hakim yang telah 
bersertifikat yaitu ketua pengadilan agama purbalingga, oleh karena 
itu apabila terdapat perkara dengan acara sederhana maka ketua 
pengadilan agama dapat mengutus satu orang hakim,yang mana 
hakim tersebut paling tidak harus mengikuti pelatihan 
fungsionalekonomi syariah. Karena semua hakim di Pengadilan 
Agama Purbalingga belum terdapat hakim yang bersertifikat 
ekonomi syariah, maka hakim yang di tunjuk oleh ketua Pengadilan 
Agama Purbalingga dapat menjalankan tugasnya dalam menangani 
perkara ekonomi syariah berdasarkan ilmu yang mereka peroleh dari 
beberapa referensi buku buku dan dari pengalaman yang 
dimilikinya.. 





Penafsiran ‘sederhana’yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 
Peraturan Mahkamah AgungNo 4 tahun 2019 menjelaskan 
bahwasanya small claim court merupakan proses penyelesaian 
sengketa perdata yang di lakukan secara sederhana dengan nilai 
maksimal gugatan sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) 
menurut penulis,pengertian kata “sederhana” yang di samakan 
dengan nilai 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak mempunyai 
landasan hukum yang kuat,hal ini di sebabkan karena nilai 
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak selalu menunjukan bahwa 
perkara tersebut merupakan perkara sederhana dan mudah,karena 
bisa jadi gugatan yang nilainya kurang dati 500.000.000 (lima ratus 
juta rupiah) justru memiliki proses pemeriksaan yang lebih 
kompleks, namun sebaliknya banyak sekali perkara yang memiliki 
nilai materil lebih dari 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tapi 
justru memiliki proses pemeriksaan yang lebih mudah dan 
sederhana.selain itu, berkembangnya zaman akan memberikan 
perubahan terhadap nilai mata uang,hal ini sangat memungkinkan 
bahwasanya gugatan yang nilainya 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah) tidak lagi seimbang untuk dapat di golongkan dalam perkara 
yang sifatnya sederhana. 
3. Kurangnya skill hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah 





Saat ini banyak sekali kegiatan ekonomi baik usaha maupun 
transaksi transaksi yang menggunakan system syariah di lingkungan 
peradilan agama, tak hanya di lingkungan peradilan agama, di dalam 
peradilan umum juga banyak terdapat peraturan peraturan yang akhir 
akhir ini muncul bersamaan dengan berkembangnya laju 
perekonomian di Indonesia.. Untuk mengantisipasi masalah ini maka 
Mahkamah Agung sengaja mengeluarkan sebuah aturan berbentuk 
Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai proses 
beracara yang di lakukan secara sederhanaa, cepat dan biaya ringan 
dengan membatasi nominal jumlah sengketa dan para pihak yang 
bersengketa dengan tujuan Untuk memudahkan para pelaku usaha 
yang mengalami sengketa agar mudah dalam menyelesaikanya, 
apalagi apabila sengketa terjadi antara pihak bank dan badan usaha, 
maka mereka akan berusaha mencari system penyelesaian yang 
mudah dan tidak berbelit belit ,sehingga nama baik bank akan tetap 
terjaga,guna menciptakan system peradilan yang sederhana, cepat 
dan biaya ringan tentunya di perlukan sumber daya penegak hokum 
yang mumpuni, kreadibel dan professional yang salah satunya yaitu 
harus memiliki sertifikat. 
Namun sebagaimana di jelaskan sebelumnya bahwasanya 
saat ini masih sedikit sekali hakim bersertifikat ekonomi syariah, 
termasuk juga Pengadilan Agama Purbalingga. untuk mengatasi 





dalam Pengadilan Agama Purbalingga akan di periksa oleh hakim 
yang telah di utus oleh ketua Pengadilan Agama Purbalingga, namun 
sayangnya mayoritas hakim yang di tunjuk untuk menjadi hakim 
ekonomi syariahdi nilai kurang berkompeten dan tidak memiliki 
skill khusus tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui 
gugatan sederhana,hal ini di sebabkan karena penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah dengan acara sederhana merupakan terobosan baru 
dalam lingkungan peradilan agama, termasuk juga aturanaturan yang 
mengatur nya. 
4. Bertambahya beban perkara jurusita 
Pengadilan Agama Purbalingga merupakan pengadilan yang 
di kategorikan ke dalam pengadilan yang memiliki tingkat perkara 
cukup tinggi, khususnya perkara percerian, di katakana oleh irjen 
Pembinaan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, bahwasanya 
saat ini seluruh lembaga peradilan sangatlah di tekankan untuk lebih 
cepat dalam menyelesaikan perakara perkara yang masuk ke 
pengadilan agama melalui SIPP. Hal ini tentu akan mempengaruhi 
tingkat kinerja jurusita Pengadilan Agama Purbalingga yang saat ini 
jumlah jurusita dan jurusita pengganti nya sangatlah terbatas di 
banding jumlah perkara yang masuk 
Dengan bertambahnya perkara gugatan sederhana yang 
teregister di Pengadilan Agama Purbalingga, bertambah pula beban 





bahwasanya perkara gugatan seerhana merupakan perakara yang di 
selesaikan dalam waktu yang singkat yaitu 25 hari sejak perkara di 
daftarkan, untuk itu jurusita akan bekerja lebih maksimal dan 
mengutamakan perkara perkara gugatan sederhana, mengingat agar 
surat panggilan kedua belah pihak dapat tersampaikan tepat pada 
waktunya sehingga pemeriksaan perkara gugatan sederhana akan 
berjalan dengan lancar dengan di hadiri oleh para pihak yang 
memiliki sengketa. 
5. Keterbatasan waktu 
Perkara gugatan sederhana merupakan perkara yang di 
selesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, penekanan 
ini bisa kita lihat dari adanya pembatasan waktu, dimana perkara 
yang telah di daftarkan dalam pengadilan agama dengan acara 
sederhana akan di periksa dan di putus dalam waktu 25 hari,dan 
dapat di perpanjang dengan di sertai alasan alasan. Penekanan batas 
waktu sebenarnya baik untuk di terapkan, mengingat tujuan dari di 
adakanya gugatan sederhana yaitu agar tercipta system peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan di banding proses beracara 
perakara perdata biasa, namun jika melihat kondisi realitas dimana 
minimnya hakim bersertifikat ekonomi syariah akan berdampak 
pada menumpuknya beban berkara pada hakim, dimana demi untuk 
menyelesaikan perkara gugatan sederhana dalam waktu 25 





dan lebih focus kepada perkara perkara gugatan sederhana,akibatnya 
perkara dengan gugatan biasa akan terbengkalai dan membutuhkan 
waktu yang lebih lama lagi untuk menyelesaikanya.  
4. Problematika eksternal, 
kendala ini merupakan kendala yang berasal dari luar aturan huku 
acara guggatan sederhana,diantaranya yaitu: 
1. Mekanisme yang berbelit belit 
Berdasarkan ketentuan PERMA No 4 Tahun 2091 di jelaskan 
bahwa Penggugat dan Tergugat di wajibkan untuk hadir dalam 
persidangan baik di dampingi oleh kuasa hukumnya maupun tidak . 
ketentuan ini di nilai telah menciderai asas pada gugatan sederhana 
yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. 
Asas Sederhana, asas kesederhanaan berarti bahwa sengketa 
dapat di dengar dan di selesaikan secara efisien dan efektif melalui 
metode dan prosedur yang jelas, mudah di pahami,dan tidak rumit. 
Makin sedikit dan sederhana proses pengadilan maka semakin baik, 
karena Banyaknya prosedur dan langkah yang harus di tempuh akan 
menimbulkan inkonsistensi dalam berbagai penafsiran,sehingga 
tidak menjamin adanya kepastian hokum dan menimbulkan 
keengganan atau ketakutan untuk melanjutkan pemeriksaan ke 
pengadilan.60 Keserdehanaan prosedur dan kesederhanaan aturan 
hokum acara akan memudahkan, sehingga mempercepat proses 
 






peradilan yang sederhana dan tidak berbelit belit. Kesederhanaan 
berarti kesederhanaan prosedur peradilan yang tidak berbelit-belit 
atau formalitas-formalitas. Kesederhanaan rumusan berarti rumusan 
peraturan yang menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan 
mudah dipahami tanpa meninggalkan bahasa hukum yang tepat.  
Asas Peradilan cepat berkaitan dengan proses peradilan dan 
jangka waktu persidangan, hal ini terkait dengan kesederhanaan 
prosedur atau proses pemeriksaan,jika prosedurnya terlalu rumit,itu 
akan memakan waktu lebih lama.perkara yang prosesnya terlalu 
lama dapat menimbulkan masalah baru,seperti perubahan kondisi 
atau keadaan subjek sengketa,yang pasti akan mempengaruhi 
eksekusi di kemudian hari. Namun Prosedur peradilan yang cepat 
juga tidak serta merta mengurangi keakuratan tinjauan dan evaluasi 
hokum dan keadilan. Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung 
Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Oktober 1992, 
tenggang waktu pemeriksaan paling lama 6 bulan, tetapi jika 
tenggang waktu terlampaui, maka keterlambatan harus di laporkan 
ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung . 
Asas Biaya Ringan berarti adanya biaya perkara yang 
serendah rendahnya sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Namun 
dalam menyelidiki kasus, pencarian kebenaran tidak di 





tidak mau mengajukan gugatan di pengadilan, dan biaya litigasi 
yang rendah adalah impian bagi mereka yang mencari keadilan,hal 
ini wajar, jika melihat seseorang ingin mempertahankan haknya, 
namun masih terbebani biaya yang tinggi,meskipun hal ini terserah 
pada para pihak sendiri dalam memutuskan untuk menuntut atau 
tidak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa biaya harus di bebankan 
untuk yang berperkara, tetapi jika prinsip biaya rendah di 
sesuaikan,maka pengadilan tidak boleh menetapkan biaya 
pengadilan yang dangat tinggi, karena biaya pengadilan yang tinggi, 
sebagian besar pihak ang berkepentingan enggan untuk mengajukan 
gugatan di pengadilan  
Namun berdasarkan ketentuan pada Perma No. 4 tahun 2019 
ini yang menjelaskan bahwa para pihak wajib hadir baik di dampingi 
maupun tidak di dampingi oleh kuasa hukum di nilai telah 
menciderai prinsip sederhana dan biaya ringan dalam gugatan 
sederhana, hal ini di sebabkan karena dalam perkara gugatan 
sederhana tentu saja terdapat para pihak yang memiliki perbedaan 
wilayah domisili, bagi para pihak yang memiliki domisili berbeda 
tentu akan sangat merepotkan dan juga sangat berpengaruh terhadap 
biaya dan waktu yang di butuhkan untuk perjalanan dalam rangka 
hadir dalam persidangan, dan surat panggilan terhadap para pihak ke 
pegadilan lain juga membutuhkan waktu yang cukup lama padahal 





hanya di berikan waktu selama 25 hari. hal ini lah yang membuat 
proses beracara di nilai kurang evektif dan di nilai telah menciderai 
prinsip sederhana,cepat dan biaya ringan. 
 
2. Adanya rasa kurang percaya terhadap putusan hakim 
Penggunaan hakim tunggal pada proses persidangan yang di 
lakukan dengan sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama 
Purbalingga seringkali di ragukan pada saat pengambilan 
putusan.,terutama oleh pihak yang kalah dalam sengketa, hal ini di 
sebabkan karena masyarakat menganggap apabila pemeriksaan 
perkara gugatan sederhana di lakukan oleh hakim tunggal maka 
hakim akan kurang objektif dalam menilai dan dapat bersikap 
subjektif dalam menentukan.  
Penilaian hakim tunggal pada pemeriksaan yang di lakukan 
secara sederhana memang sering di ragukan, hakim dalam 
menciptakan kepastian hokum dan keadilan hokum seringkali 
mengalami masalah, dimana masalah masalah tersebut di 
khawatirkan akan berdampak pada putusan yang di jatuhkan.lain hal 
nya apabila pemeriksaan di jalankan oleh majelis, dimana dalam 
melakukan pemeriksaan gugatan sederhana para hakim anggota yang 
tergabung dalam majelis tersebut akan saling bertukar pikiran dan 
saling melengkapi satu sama lain dalam mengambil 





dalam pemeriksaan gugatan sederhana akan mudah untuk di 
minimalisir dan objektifitas serta kualitas putusan akan senantiasa 
terjamin. 
3. Pelaksanaan pemeriksaan gugatan sederhana di nilai kurang adil. 
Tidak adanya proses jawab jinawab dalam hokum acara 
gugatan sederhana merupakan cerminan dari adanya pembatasan 
jangka waktu pada perkara gugatan sederhana, pembatasan ini 
memang di tujukan agar asas dalam gugatan sederhana dapat 
berjalan secara maksimal. namun dengan menghilangkan proses 
jawab jinawab sebagai upaya pembatasan waktu menimbulkan 
adanya ketidak adilan karena merugikan salah satu pihak yang 
berperkara, hal ini di sebabkan karena untuk menentukan perkara 
sederhana hanya di lihat dari keterangan satu pihak saja yaitu 
penggugat,padahal keterangan dari salah satu pihak juga belum tentu 
benar,selain itu tidak dapat di pungkiri bahwasanya hokum acara 
perdata juga menganut asas audi et alteram partem,yang dimana 
kedua belah pihak berhak untuk memberikan keterangan dan hakim 
seharusnya dapat menampung keterangan dari keduanya. 
4. Masyarakat tidak mau menyelesiakan sengketa ekonomi syariah di 
pengadilan 
Meskipun mahkamah agung telah mengeluarkan peraturan 
mengenai gugatan sederhana, namun masyarakat ekonomi syariah 





dan memilih menyelesaikan sengketa mereka tanpa proses beracara 
di pengadilan, seperti arbitrasi, konsiliasi, hal ini disebabkan karena 
selama ini pihak yang berperkara ekonomi syariah merupakan pihak 
bank yang mana pihak bank akan merasa takut atau khawatir jika 
perkara mereka masuk ke pengadillan maka image bank akan 
menjadi buruk, karena menurut mereka sengketa yang masuk ke 
pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan hasil 
putusannya win- lose dan bukan win- win solution, padahal dalam 
pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Purbalingga telah 
menerapkan penyelesaian sengketa dengan acara sederhana dengan 
tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian 
sengketa,sehingga nama baik bank juga tidak di pertaruhkan 
5. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai gugatan sederhana 
sehingga masyarakat masih memilih jalur gugatan biasa, sosialisasi 
yang kurang juga tercermin dalam pelaksanaan pennyelesaian 
perkara yang dimana para pihak yang berperkara masih tidak paham 
pada proses yang harus mereka tempuh 
B. Upaya yang dapat di lakukan untuk menanggulangi problematika yang 
terjadi dalam hukum acara gugatan sederhana. 
Penegakan hokum harus di lakukan untuk mengembalikan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat atau untuk 
mencapai tertib hukum serta untuk memberi rasa aman bagi anggota 





juga harus ada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, kebenaran 
dan keadilan. Dalam rangka penegakan hukum ini Undang undang masih 
memerlukan peraturan yang lebih spesifik memberikan pengecualian dalam 
perkara yang pembuktianya bersifat sederhana agar tidak menimbulkan 
ketidak pastian hukum dan ketidak adilan bagi masyarakat, karena pada 
dasarnya tujuan di bentukya suatu hukum yaitu untuk menciptakan keadilan 
bagi para pencari keadilan, dalam hal gugatan sederhana di keluarkanya 
peraturan mahkama agung no 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana 
bertujuan untuk menciptakan system peradilan yang cepat, sederhana dan 
biaya ringan, oleh karena itu untuk memenuhi tujuan tersebut maka di 
perlukan perbaikan perbaikan dan penambahan terhadap peraturan 
Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian 
gugatan sederhana 
1. Upaya menanggulangi problematika internal 
1. Memberikan kesempatan lebih banyak sertifikasi hakim ekonomi 
syariah  
Dengan adanya pelatihan hakim ekonomi syariah, maka 
hakim dapat megetahui tata cara penyelesaian ekonomi syariah 
khususnya melalui gugatan sederhana. Kompetensi seorang hakim 
ekonoi syariah memang di lihat dengan adanya bukti sertifikat 
ekonomi syariah, namun tidak sepenuhnya demikian, karena 
kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah khususnya 





yaitu dimana para hakim dapat belajar sendiri mengenai bahan bahan 
atau materi tentang gugatan sederhana dan mempraktikanya secara 
langsung 
Meskipun para hakim dapat belajar secara otodidak, namun 
pelatihan ekonomi syariah masih sangat di perlukan oleh para hakim 
dalam menangani perkara ekonomi syariah, khususnya perakra 
ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. Hal ini di sebabkan 
karena pembelajaran secara otodidak atau melalui referensi buku 
buku saja kadang kala berbeda dengan pembelajaran yang di lakukan 
melalui pelatihan pelatihan, karena pembelajaran dengan mengikuti 
pelatihan seringkali di ajarkan secara langsung mengenai keadaan 
yang sesungguhnya di lapangan, oleh karena itu sebaiknya 
Mahkamah Agung lebih memperhatikan kepada para hakim dengan 
memberikan kesempatan bagi para hakim untuk bersertifikat 
ekonomi syariah melalui pengadaaan pelatihan pelatihan ekonomi 
syariah secara berkala, sehingga dengan dilahirkanya para hakim 
yang berkompeten khususnya dalam menangani pekara ekonomi 
syariah melalui gugatan sederhana harapanya dapat tercipta system 
peradilan yang baik. 
2. Penentuan jumlah materil di serahkan kepada praktik di lapangan  
Adanya ketidakjelasan mengenai ukuran sederhana atau 
tidaknya pembuktian.dimana di jelaskan pada Perma no 4 tahun 





sederhana merupakan perkara yang memiliki nilai kerugian materil 
paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupia) .menurut 
penulis dalam menjalankan sistem gugatan sederhana akan lebih 
baik apabila tidak terlalu kaku dalam menerapkan pembatasan 
berdasarkan nilai gugatan materil,dan sebaiknya di serahkan kepada 
praktik di lapangan dengan menentukan nilai gugatan berdasarkan 
perhitungan upah inimum tiap daerah yang kemudian di konversikan 
ke dalam jumlah gugatan paling banyak berapa rupiah.seperti contoh 
penentuan pembayaran tunjangan kemahalan pejabat tertentu 
berdasarkan kondisi kemahalan tiap daerah,hal ini di sebakan karena 
bahwasanya nilai yang telah di tetapkan belum tentu mengakomodir 
semua kondisi diberbagai wilayah Indonesia, padahal prinsip dari 
adanya gugatan sederhana adalah untuk memudahkan dan 
mempercepat proses peyelesaian perkara. 
3. Memberikan pelatihan ekonomi syariah dari pihak Pengadilan 
Agama Purbalingga 
Penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi kurangnya skill 
hakim dalam menangani perkara gugatan sederhanamaka dalam 
jagka waktu pendek perlu di adakanya kebijakan kebjakan yang 
sifatnya riil dari ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk 
membuat program kajian keilmuan secara berkala tentang perkara 
ekonoi syariah melalui gugatan seerhana. Kemudian untuk jangka 





ekonomi syariah melalui gugatan sederhana ,paling tidak para hakim 
harus mengikuti pelatihan hakim secara berjenjang yang di adakan 
oleh mahkama agung atau di harapkan para hakim memiliki 
kesadaran untuk melanjutkan pendidikan S2 di bidang ekonomi 
syariah, mengingat di dalam penyelesaian gugatan sederhana sesuai 
dengan aturan yang ada di lakukan oleh hakim tunggal, maka hakim 
harus memiliki kemampuan dalam menangani perkara ekonomi 
syariah melalui gugatan sederhana sehingga nantinya mampu 
memberikan putusan yang benar benar objektif dan berkualitas. 
4. Penambahan jumlah jurusita pada pengadilan agama purbalingga 
Memang pada pengadilan yang mempunyai perkara sedikit 
tentu penambahan jumlah jurusita belum begitu di perlukan dan 
tidak berpengaruh, namun bagi Pengadilan Agama Purbalingga yang 
notabene merupakan pengadilan kelas 1B di nilai membutuhkan 
adanya penambahan jumlah jurusita, mengingat bahwa Pengadilan 
Agama Purbalingga merupakan pengadilan agama yang memiliki 
jumlah perkara yang cukup banyak di banding pengadilan lainya di 
wilayah karisidenan Banyumas. Jumlah jurusita akan sangat 
berpengaruh terhadap jalanya pemeriksaan perkara ekonomi syariah 
melalui gugatan sederhana, karena sebagaimana kita ketahui 
bahwasanya gugatan sederhana merupakan perkara yang di 
selesaikan dalam waktu 25 hari sejak di daftarkan ke dalam 





mencukupi akibatnya panggilan relaas kepada para pihak akan 
terhambat, apalagi jika para pihak yang bersengketa memiliki daerah 
yang berbeda, maka keterbatasan jurusita akan sangat berpengaruh 
terhadap jalanya pemeriksaan baik gugatan biasa maupun gugatan 
sederhana.oleh karena itu penullis berpendapat bahwa untuk 
mengatasi beban perkara pada jurusita maka sebaiknya pengadilan 
agama purbalingga menambah jumlah jurusita agar kedepanya 
pemanggilan para pihak akan lebih mudah ,sehingga dengan 
demikian dapat tercipta system peradilan yang sederhana, cepat dan 
berbiaya ringan 
5. Menyamaratakan tugas untuk menangani perkara ekonomi syariah 
khususnya melalui gugatan sederhana kepada seluruh hakim 
Pengadilan Agama Purbalingga 
Keterbatasan waktu bagi hakim dalam menangani perkara 
ekonomi syariah khususnya melalaui gugatan sederhana dapat di 
atasi dengan memaksimalkan hakim hakim lain di Pengadilan 
Agama Purbalingga untuk terlibat langsung atau bergantian dalam 
menangani perkara ekonomi syariah, upaya ini dapat di jalankan 
dengan adanya kebijakan dari ketua Pengadilan Agama Purbalingga 
untuk mengadakan pelatihan sendiri tanpa menunggu adanya 
pelatihan bersertifikasi yang di selenggarakan oleh Mahkamah 
Agung dengan cara ini di harapkan kemampuan dan kualitas hakim 





Purbalingga bisa merata dan tentunya berdampak pada hasil putusan 
yang berkualitas. 
2. Upaya menanggulangi problematika eksternal 
1. Adanya aturan yang lebih fleksibel 
 penulis berpendapat bahwa untuk terwujudnya system 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebaiknya di buat 
sebuah aturan yang lebih fleksibel,meskipun telah di atur bahwa para 
pihak wajib hadir dalam persidangan namun sebaiknya di buat 
aturan aturan pengecualian,seperti halnya terdapat para pihak yang 
memang tidak dapat hadir maka sebaiknya persidangan dapat di 
wakilkan oleh kuasa hukumnya, hal ini di sebabkan karena apabila 
ketentuan tentang diwajibkanya para pihak hadir dalam persidangan 
begitu di tekankan , maka akan berdampak juga pada proses 
pemeriksaaan perkara sederhana,sebagaimana kita ketahui bahwa 
gugatan sederhana merupakan proses pemeriksaan perkara yang di 
selesaikan dalam waktu yang cepat yaitu 25 hari,namun apabila 
terdapat pihak yang tidak hadir maka persidangan akan di tunda,dan 
hal ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. 
Selain itu guna mengatasi kelemahan yang ada dalam 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 khususnya dalam pasal 4 mengenai 
perluasan wilayah hukum bagi penggugat yang hendak mengajukan 
gugatan sederhana hendaknya mendapatkan pertimbangan bagi 





peraturan gugatan sederhana agar selalu mengacu pada asas 
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Semoga dengan adanya 
pembenahan-pembenahan yang ada dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, 
selain itu seharusnya masalah domisili pada penyelesaian gugatan 
sederhana ini dapat di antisipasi dengan dengan sebuah gebrakan 
nyata dimana masalah administrasi tentang gugatan sederhana dapat 
diberikan sebuah keistimewaan dan di dahulukan dari gugatan biasa 
sehingga permasalahan panggilan/relaas keluar kota yang menjadi 
salah satu kendala dari proses gugatan sederhana dapat di 
antisipasi.apabila selama ini pemanggilan/relaas ke pengadilan lain 
menggunakan jalur surat menyurat yang memakan waktu lama(3 
minggu untuk relaas keluar kota),maka dalam panggilan gugatan 
sederhana dari pengadilan tempat gugatan sederhana di ajukan ke 
pengadilan tempat domisili tergugat dapat menggunakan email (surat 
elektronik),sehingga tidak memerlukan waktu yang lama,namun 
demikian hal ini tentulah harus di dukung oleh tenaga petugas 
pengadilan (juru sita) yang khusus menangani relaas gugatan 
sederhana sehingga permasalahan mengenai domisili tersebut dapat 
di antisipasi sebingga gugatan sederhana dapat menjangkau para 
pihak yang berbeda domisili 
2. Penggunaan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara ekonomi 





Penulis berpendapat bahwa perlu di adakan revisi pada perma 
no 4 tahun 2019 mengenai penggunaan hakim tunggal dalam 
memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana.dimana 
seharusnya ketentuan mengenai pemeriksaan perkara gugatan 
sederhana oleh hakim tunggal di batalkan, dan di revisi degan 
ketentuan adanya penggunaan mejelis hakim dalam melakukan 
pemeriksaan perkara gugatan sederhana.dengan pertimbangan bahwa 
akan lebih terjaminnya objektifitas pemeriksaan dan penjatuhan 
putusan perkara oleh majelis hakim. Objebtifitas hakim tunggal 
dalam penyelesaian perkara masih sering kali disanksikan oleh 
masyarakat terutama bagi pihak yang kalah dalam sengketa, hakim 
dalam rangka menciptakan kepastian hukum, keadilan dan 
kemanfaatan, kadangkala mengalami kendala. Kendala kendala ini 
terdiri dari kendala internal maupun kendala eksternal, namun 
apabila pemriksaan perkara di lakukan oleh majelis hakim kendala 
kendala tersebut dapat di tekan, karena masing masing hakim 
mejelis yang memeriksa perkara dapat saling melengkapi 
kekurangan, sehingga di harapkan dapat menjamin terjadinya 
pemeriksaan yang objektif.61 
Selain itu alasan pemeriksaan perkara gugatan sederhana 
lebih tepat dilakukan oleh majelis hakim adalah dalam mengadili 
dan memutus perkara, mejelis hakim dapat bermusyawarah dan 
 






memutus perkara dengan objektif. Jumlah hakim ganjil di perlukan 
dalam hal pengambilan putusan. Adapun tujuanya adalah dalam hal 
penentuan jumlah suara. Ketika terdapat perbedaan pendapat hokum 
di antara para hakim, maka dengan adanya voting , perbedaan 
pendapat itu bisa di atasi karena dengan cara voting oleh hakim yang 
berjumlah ganjil akan di hasilkan suara terbanyak dan tidak akan 
memiliki jumlah suara yang seimbang/sama. 
3. Pemberian kesempatan pada pihak tergugat untuk melakukan 
bantahan terhadap gugatan penggugat 
Penulis berpendapat bahawa alangkah baiknya apabila pihak 
Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan tuntutan 
provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau 
kesimpulan. Dengan tidak ada hak mengajukan tuntutan provisi, 
eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, 
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini bukan menjadi sebuah “harga 
mati” yang harus diterapkan pengadilan. Apabila Pihak Tergugat 
menganggapi proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak 
sederhana dan seharusnya diperiksa proses gugatan perdata biasa. 
maka pihak Tergugat harus membuktikan bahwa gugatan yang 
diajukan Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana. Selain 
membuktikan hal tersebut Tergugat harus juga membuktikan 





Selain itu perlu di lakuan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah melalui 
gugatan sederhana, dengan tujuan agar masyarakat memiliki 
pemahaman yang lebih luas mengenai proses beracara dengan 
gugatan sederhana, sehingga rasa percaya masyarakat akan 
bertambah dan keadilan dapat di rasakan oleh seluruh masyarakat 
pencari keadilan 
4. Memberikan kemudahan pada masayarakat untuk mengakses 
gugatan sederhana 
Untuk mendorong kemudahan bagi masyarakat mengakses 
pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kesehariann mereka 
adalah dengan memberikan kemudahan mengakses secara fisik, 
yaitu dengan menempatkan gugatan sederhana yang mengadili 
perkara perkara kesehariann di tengan tengah masyarakat sehingga 
kegunaannya sudah di sosialisasikan dan pada akhirnya dapat di 
terima oleh masyarakat sebagai pilihan untuk menyelesaiikan 
sengketa. 
Berbagai kemudahan akses memberi insentif kepada 
masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang bernilai ekonomis 
relative kecil ke pengadilan. Selain penyederhanaan tahapan dan 
kemudahan secara fisik, gugatan sederhana juga harus di desain 
untuk melayani kepentingan orang biasa, yang di tandai dengan 





antara pihak yang berengketa yang seringkali kompleks dan 
berkelanjutan. 
Sehingga dengan demikian masyarakat akan menyadari 
untuk menyelesaikan perkaranya dari non litigasi beralih ke 
Pengadilan Agama, khususnya untuk perkara ekonomi syariah 
melalui gugatan sederhana dengan tujuan bahwa biaya yang di 
keluarkan akan lebih ringan, proses nya cepat dan tidak perlu 
melakukan upaya hukum lainya. 
5. Melakukan sosialisasi 
 Mengenai minat masyarakat terhadap gugatan sederhana, 
kurangnya minat masyarakat mengunakan gugatan sederhana di 
sebabkan karena masyarakat belum begitu mengetahui mengenai 
prosedur beracara secara sederhana, oleh karena itu upaya yang 
dapat di lakukan yaitu dengan melakukan sosiaisasi mengenai 
gugatan sederhana kepada masayarakat,para pengak hokum dan 
yang berkaitan dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 
dalam bab sebelumnya, maka di peroleh bebrapa kesimpulan yaitu: 
1. Pada dasarnya mekanisme penyelesaian gugatan sederhana memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan penyelesaian perkara gugatan 
biasa, hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai problematika 
baik problematika internal maupun problematika eksternal,di 
antaranya yaitu: 
1. Minimnya hakim bersertifikat ekonomi syariah 
2. Adanya ketidak jelasan ukuran sederhana atau tidaknya 
pembuktian 
3. Kurangnya skil hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah 
4. Meningkatnya beban perkara jurusita 
5. Proses yang berbelit belit 
6. Kurangnya rasa percaya terhadap putusan hakim 
7. Masyarakat enggan menggunakan penyelesaian gugatan sederhana 
8. Kurangnya pemahaman mengenai gugatan sederhana 
2. Sebuah aturan di keluarkan dengan tujuan untuk mencapai system 
peradilan yang adil bagi seluruh elemen masyarakat, untuk mencapai 







1. Memberikan kesempatan lebih banyak sertifikasi hakim ekonomi 
syariah  
2. Penentuan jumlah materil di serahkan kepada praktik di lapangan  
3. Memberikan pelatihan ekonomi syariah dari pihak Pengadilan 
Agama Purbalingga 
4. Penambahan jumlah jurusita pada Pengadilan Agama Purbalingga 
5. Adanya aturan yang lebih fleksibel 
6. Penggunaan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara ekonomi 
syariah melalui gugatan sederhana 
7. Memberikan kemudahan pada masayarakat untuk mengakses 
gugatan sederhana 
8. Melakukan sosialisasi 
B. Saran  
1. PERMA No 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan 
sederhana sudah sangat berperan dalam menyederhanakan proses 
penyelesaian perkara yang sederhana, meskipun tidak di pungkiri bahwa 
masih terdapat sejumlah pasal yang di nilai kurang relevan, pembentukan 
peraturan mengenai penyederhanaan penyelesaian perkara sederhana 
sebaiiknya tetap dipertahankan dan semakin di kembangkan agar 
menjadi solusi yang benar benar dapat menyelesaikan suatu perkara 
secara sederhana . oleh karena itu agar menjadi sebuah instrument yang 





negara lainya harus dengan sigap memberikan perhatian terhadap 
PERMA no 4 tahun 2019,khususnya terhadap pasal pasal yang masih 
mengandung kontroversi agar kedepanya dapat di perbaiki,ssehingga 
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